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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak sering kali menjadi korban kejahatan atau tindak kekerasan yang 

dilakukan oleh orang-orang di lingkungan terdekatnya. Hal ini sesuai dengan 

ketentuan Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan 

Anak, yang mendefinisikan kekerasan sebagai setiap tindakan terhadap anak yang 

mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, psikis, seksual, 

maupun dalam bentuk penelantaran. Definisi ini juga mencakup ancaman untuk 

melakukan kekerasan, pemaksaan, serta perampasan kebebasan secara melawan 

hukum. 

Kekerasan Seksual atau sexual abuse, adalah setiap tindakan berupa ucapan 

atau pun perlakuan yang dilakukan seseorang untuk memanipulasi orang lain agar 

bisa membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki.1 Komnas 

Perempuan telah membuat 15 kategori bentuk kekerasan seksual yang terdiri dari: 

pemerkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, 

perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, prostitusi secara paksa, perbudakan 

seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, 

pemaksaan menggunakan kontrasepsi dan melakukan sterilisasi, penyiksaan secara 

seksual yang membahayakan dan mendiskriminasi perempuan dan kontrol 

                                                             
1 Pulih, Kekerasan Seksual Pada Anak, http://yayasanpulih.org/2020/06/kekerasan-

seksual-pada-anak/ diakses 19 Januari 2024, Pukul 21.30 Wib. 

http://yayasanpulih.org/2020/06/kekerasan-seksual-pada-anak/
http://yayasanpulih.org/2020/06/kekerasan-seksual-pada-anak/


seksual.2 Kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada orang dewasa, namun juga 

bisa terjadi pada anak-anak (0 – 18 tahun). Anak menjadi salah satu target kekerasan 

seksual paling rentan karena ia berada di posisi lebih lemah dan tidak berdaya 

karena relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan anak. Pelaku kekerasan 

seksual kebanyakan dari orang yang dikenal korban, yakni dari lingkungan 

keluarga, lingkungan sekitar tempat tinggal anak, seperti di rumahnya sendiri, 

lembaga pendidikan, tempat beribadah, dan juga lingkungan sosial anak.  

Salah satu upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana 

kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dengan menerapkan Pasal 81 

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016. Pada Pasal 81 ini mengatur mengenai sanksi 

pidana terhadap pelaku yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 

ataupun menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk 

Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, pidana 

yang diberikan berupa pidana minimal 5 (lima) tahun penjara dan maksimal 15 

(lima belas) tahun penjara, selain itu dikenakan pidana denda paling banyak Rp. 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Penambahan sanksi pidana 1/3 (sepertiga) 

terhadap pelaku yang merupakan orangtua, ataupun yang memiliki hubungan 

keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan aparat yang menangani 

perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, 

dan penambahan pidana 1/3 ini juga diterapkan terhadap recidivis. 

                                                             
2 Pulih, Kekerasan Seksual Pada Anak, http://yayasanpulih.org/2020/06/kekerasan-

seksual-pada-anak/ diakses 19 Januari 2024, Pukul 21.30 Wib. 

http://yayasanpulih.org/2020/06/kekerasan-seksual-pada-anak/
http://yayasanpulih.org/2020/06/kekerasan-seksual-pada-anak/


Pasal 81 juga mengatur mengenai pidana tambahan bagi pelaku kekerasan 

seksual terhadap anak, yaitu pengumuman identitas pelaku, serta tindakan berupa 

kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Undang-Undang No. 17 

Tahun 2016 menetapkan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik 

(chip) sebagai tindakan yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan 

terhadap anak. Penerapan jenis sanksi dalam hukum pidana berkaitan erat dengan 

tujuan yang ingin dicapai melalui pemidanaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa perumusan tujuan pemidanaan berfungsi untuk membedakan dan mengukur 

efektivitas jenis sanksi, baik yang bersifat "pidana" maupun "tindakan," dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada tahap legislasi.3 Dengan diterapkannya 

kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam sistem double track, 

dapat dipahami bahwa unsur penderitaan dalam sanksi pidana serta unsur 

pembinaan dalam sanksi tindakan memiliki peran yang sama pentingnya dalam 

mencapai tujuan pemidanaan. .4 

Sistem double track menuntut agar baik unsur pencelaan atau penderitaan 

maupun unsur pembinaan dapat diakomodasi dalam sistem hukum pidana. Prinsip 

dasar dari sistem ini menekankan kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi 

tindakan. Kesetaraan tersebut berperan penting dalam memastikan bahwa setiap 

sanksi diterapkan secara tepat dan proporsional. Meskipun jenis sanksi yang 

                                                             
3 Muhammad Andi Dirgantara dkk, Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan dengan 

Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia, USU Law Journal, Volume 5. No. 1, Januari 2017, 

Hlm. 119. 
4 M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System 

dan Implementasinya, Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2003,Hlm. 32. 



diberikan berbeda tergantung pada tindak kejahatannya, penerapannya dalam 

hukum pidana tetap harus berorientasi pada tujuan utama pemidanaan.5 

Penetapan dan pemberian sanksi dalam hukum pidana dapat dipahami 

sebagai pemidanaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudarto yang menyatakan 

bahwa pemberian sanksi pidana yang bersifat abstrak terkait dengan penetapan 

sanksi hukum pidana oleh pembentuk undang-undang, sementara pemberian pidana 

yang bersifat konkret melibatkan berbagai lembaga yang bertanggung jawab dalam 

melaksanakan sanksi pidana tersebut. Pelaksanaan hukum pidana secara konkret, 

pada akhirnya, dilakukan oleh aparat pelaksana pidana.6 Terkait dengan sanksi, 

G.P. Hoefnagels memberikan makna yang lebih luas. Menurutnya, pidana 

merupakan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditetapkan oleh undang-

undang, dimulai dari tahap penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa hingga 

putusan hakim. Hoefnagels memandang pidana sebagai sebuah proses yang 

berlangsung secara keseluruhan, di mana seluruh tahapan dalam proses tersebut 

dianggap sebagai bagian dari pemidanaan.7 

Kebiri, yang merupakan salah satu bentuk hukuman (punishment) atau 

tindakan (treatment), belakangan ini menjadi praktik yang diterapkan di beberapa 

negara. Beberapa negara yang menerapkan pidana kebiri terhadap pelaku tindak 

pidana kesusilaan atau kejahatan seksual antara lain Korea Selatan, yang menjadi 

negara pertama di Asia yang menerapkan hukuman kebiri pada tahun 2011. 

                                                             
5 Ibid. 
6 Henny Yuningsih, I Nyoman Nurjaya, Prija Djatmika, Masruchin Ruba’I, hilosophical 

Foundation of Chemical Castration for Offenders of Sexual Violence Against Children, 

http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/article/view/297, Vol 4 Issue 1, Januari 

2020, Hlm. 64. 
7 Ibid, hlm. 114. 

http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/article/view/297


Undang-undang yang mengatur pemberlakuan pidana kebiri ini disahkan pada Juli 

2011 dan mengizinkan suntikan kebiri pada terdakwa kejahatan seksual yang 

berusia di atas 19 tahun. Selain itu, Inggris juga telah menerapkan pidana kebiri, di 

mana saat ini narapidana yang terlibat dalam tindak pidana kesusilaan, khususnya 

pedofilia, secara sukarela menjalani suntikan kebiri. Langkah ini diambil karena 

pemerintah Inggris ingin mencegah terulangnya kejahatan serupa, dan pada tahun 

2014, sebanyak 25 narapidana melaksanakan suntikan kebiri secara sukarela.8  

Hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak melalui pengebirian 

dengan suntikan zat kimia dapat dianggap sebagai bentuk pembalasan. Pendekatan 

semacam ini sebenarnya telah lama ditinggalkan karena dinilai tidak manusiawi 

dalam sistem pemidanaan modern. Pendekatan semacam ini sering kali dinilai 

sebagai pendekatan kuno yang dilakukan oleh masyarakat primitif dan terkesan 

sebagai tindakan barbarisme9. Pemberatan pidana tidak selalu berkorelasi dengan 

penurunan angka kejahatan seksual terhadap anak. Di banyak negara, hukuman 

yang bersifat balas dendam terhadap pelaku kejahatan kini sudah tidak lagi populer, 

bahkan justru memicu berbagai protes dari masyarakat. Pendekatan ini dianggap 

tidak efektif dan berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik terhadap pelaku 

maupun masyarakat secara keseluruhan.10  

                                                             
8 Henny Yuningsih, Ratio Legis of Chemical Castration to the Perpetrators of Sexual 

Violence against Children, 

http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/article/view/652, Vol 4 Issue 2, July 

2020, hlm. 268. 
9 Barbarism adalah keadaan atau kondisi tidak beradab, atau suatu tindakan kejam, atau 

brutal. Definisi “barbarism”, kamus-internasional.com, http://kamus-internasional-

com/definitions/?indonesian_word=barbarism, diakses tanggal 15 Februari 2024, Pukul 14.30 wib. 
10 Fitri Wahyuni, Fitri Wahyuni, Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Pemerkosaan Anak dan Kaitanannya Dengan Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum dan Peradilan, 

Volume 6 Nomor 2, Juli 2017, Hlm. 279. 

http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/article/view/652
http://kamus-internasional-com/definitions/?indonesian_word=barbarism
http://kamus-internasional-com/definitions/?indonesian_word=barbarism


Menurut Amnesti Internasional, penerapan hukuman kebiri berupa suntikan 

cairan kimiawi melanggar hukum internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Pasal ini menyatakan 

bahwa tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, tidak 

manusiawi, atau merendahkan martabatnya. Hukuman kebiri dianggap sebagai 

bentuk perlakuan yang melanggar prinsip hak asasi manusia dan berpotensi 

menyebabkan penderitaan yang tidak dapat diterima.11 Indonesia meratifikasi 

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) pada 28 Oktober 

2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang 

Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Dengan 

ratifikasi ini, Indonesia secara resmi mengakui dan mengikat diri pada kewajiban 

internasional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak sipil dan 

politik yang diatur dalam ICCPR, termasuk perlindungan terhadap hak-hak 

individu dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. 

Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political 

Rights (ICCPR) pada tanggal 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on 

Civil and Political Rights. Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia secara resmi 

mengakui dan mengikat diri pada kewajiban internasional untuk menghormati, 

melindungi, dan memenuhi hak-hak sipil serta politik yang diatur dalam ICCPR. 

                                                             
11 Pasal 7 menyatakan bahwa “tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau 

perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada 

khususnya tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan 

yang diberikan secara bebas. 



Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu dari perlakuan yang 

kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. 

Apa pun yang disebut “kejam” pasti memiliki konotasi destruktif. Bahkan 

terhadap binatang pun, manusia dilarang berlaku kejam, apalagi terhadap sesama 

manusia. Jika hukuman yang kejam dijatuhkan kepada manusia, maka ia 

sebenarnya mengalami malapetaka ganda: pertama karena mendapatkan 

“hukuman” itu sendiri, dan kedua karena adanya unsur “kekejaman” yang 

menyertainya. Mengingat betapa berat dan negatifnya dampak dari hukuman yang 

kejam tersebut, maka penerapan hukuman semacam itu pada pelaku tindak pidana 

sudah termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia.12  

Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) menyadari bahwa kejahatan 

seksual terhadap anak saat ini telah menjadi sebuah kejahatan luar biasa 

(extraordinary crime), sehingga memerlukan upaya yang luar biasa untuk 

mengatasinya. Namun, seiring dengan perkembangan peradaban manusia, 

penanggulangan terhadap kejahatan seksual saat ini harus mengedepankan 

penghukuman yang tetap bersifat manusiawi dan berfokus pada rehabilitasi. 

Tujuannya adalah agar pelaku dapat kembali menjadi pribadi yang utuh dan siap 

untuk kembali berinteraksi dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, pemberian 

hukuman, baik dari segi cara maupun tujuannya, harus tetap berpedoman pada 

prinsip hak asasi manusia. 

                                                             
12 Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, Hak Asasi Tersangka Pidana, Prenada Media 

Group, Jakarta, 2015, Hlm. 127. 



Hukuman kebiri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-

Undang No. 17 Tahun 2016, jika dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM), dapat 

dianggap melanggar dua prinsip utama yang merupakan amanat reformasi, yaitu 

prinsip HAM dan demokrasi. Hukuman kebiri dinilai bertentangan dengan prinsip 

hak asasi manusia karena dapat menyebabkan pelanggaran terhadap martabat dan 

integritas tubuh individu. Selain itu, penerapan hukuman yang kejam ini juga 

bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan perlindungan hak-

hak dasar individu, termasuk perlakuan yang manusiawi terhadap pelaku 

kejahatan.13 Secara substansi, hukuman kebiri akan berdampak pada hilangnya hak 

seseorang untuk melanjutkan keturunan, yang merupakan salah satu aspek hak asasi 

manusia yang dilindungi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 

Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan 

melanjutkan keturunan. Dengan demikian, penerapan hukuman kebiri dapat 

dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak dasar individu, karena menghilangkan 

salah satu aspek penting dalam kehidupan pribadi seseorang yang dilindungi oleh 

konstitusi.14. Hal yang senada juga dinyatakan di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-

Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM15. Dengan demikian, penerapan sanksi 

kebiri jelas bertentangan dengan hak-hak kodrati manusia yang diatur dalam UUD 

Tahun 1945 maupun Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, 

                                                             
13 Fitri Wahyuni, Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak 

dan Kaitanannya Dengan Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 2, 

Juli 2017, Hlm. 279. 
14 Pasal 28 B ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan 

melanjutkan  keturunan melalui perkawinan yang sah.” 
15 Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk suatu 

keluarga dan melanjutkan  keturunan melalui perkawinan yang sah” 



pengaturan tindakan kebiri kimia yang terdapat dalam Undang-Undang No. 17 

Tahun 2016 pada Pasal 81 ayat (7) menimbulkan pertentangan atau konflik antar 

peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan perlindungan hak asasi 

manusia. 

Sanksi pidana berupa kebiri kimia untuk kasus tindak pidana kekerasan 

seksual terhadap anak dimaksudkan sebagai upaya hukum untuk memberikan efek 

jera pada pelaku. Kebiri, yang juga disebut sebagai pengebirian atau kastrasi, adalah 

tindakan medis yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada pria atau 

ovarium pada wanita. Pengebirian ini dapat dilakukan secara fisik atau kimiawi. 

Tindakan kebiri kimia dilakukan dengan cara memasukkan bahan kimia 

antiandrogen, yang dapat diberikan melalui pil atau suntikan, untuk melemahkan 

produksi hormon testosteron pada tubuh seseorang. 

Secara sederhana, zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh pelaku kebiri 

akan mengurangi bahkan menghilangkan libido atau hasrat seksual. Ketika kebiri 

(kastrasi) diterapkan dalam konteks sanksi, itu sangat berbeda dari filosofi 

rehabilitasi yang mendasari pemberian tindakan (maatregel) kepada pelaku tindak 

pidana. Kebiri lebih cenderung mendekati pembenaran untuk apa yang disebut 

sebagai "pidana" (straf), yang berfokus pada konsep pelumpuhan (incapacitation), 

yaitu upaya untuk menghilangkan kemampuan atau potensi pelaku dalam 

mengulangi tindak pidana yang sama.16 Selain itu, pengaturan pemasangan chip 

pada pelaku setelah menjalani hukuman juga menambah dimensi lain yang bisa 

                                                             
16 Majalah Hukum Varia Peradilan, (Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2015, 

Hlm. 49. 

 



dianggap sebagai "hukuman ganda". Pemasangan chip tersebut, yang dimaksudkan 

untuk memantau pelaku, secara tidak langsung menunjukkan kegagalan sistem 

pemasyarakatan dalam rehabilitasi. Dengan adanya "hukuman ganda" ini, hal itu 

bisa dilihat sebagai pengakuan bahwa negara gagal memperbaiki atau mengubah 

perilaku pelaku tindak pidana tersebut, yang seharusnya menjadi tujuan utama 

sistem pemasyarakatan yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. 

Sementara itu, mengenai perbedaan antara pidana dengan tindakan atau 

antara pemidanaan dengan penindakan, Hazewinkel Suringa berpendapat bahwa 

pemidanaan pada hakikatnya merupakan suatu tindakan yang disengaja untuk 

memberikan penderitaan kepada pelaku tindak pidana sebagai bagian dari 

hukuman. Dalam hal ini, penderitaan tersebut adalah bagian dari sanksi yang 

dijatuhkan untuk memberikan efek jera. Sebaliknya, pada penindakan dalam hukum 

pidana, unsur kesengajaan untuk memberikan penderitaan tidak ada sama sekali. 

Penindakan lebih fokus pada upaya pembinaan atau pencegahan, tanpa niat untuk 

menyakiti atau menambah penderitaan pada pelaku.17  

Sanksi pidana pada dasarnya sangat tanggap terhadap suatu perbuatan yang 

telah dilakukan, yaitu dengan memberikan hukuman sebagai bentuk respons 

terhadap tindakan yang bersifat melanggar hukum. Sanksi ini bertujuan untuk 

memberi efek jera, menegakkan keadilan, dan mencegah terulangnya perbuatan 

serupa.18 Jika sanksi pidana terfokus pada perbuatan pelaku melalui pengenaan 

penderitaan yang dimaksudkan untuk membuat pelaku jera, maka sanksi tindakan 

                                                             
17 PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2012, Hlm. 194. 
18 M. Sholehuddin, Op.Cit, Hlm. 32. 



lebih terarah pada upaya untuk memberi pertolongan agar pelaku dapat berubah. 

Dalam hal ini, sanksi pidana menekankan unsur pembalasan, di mana penderitaan 

diberikan secara sengaja sebagai respons terhadap pelanggaran yang dilakukan. 

Sebaliknya, sanksi tindakan lebih bertujuan untuk melindungi masyarakat dan 

membina atau merawat pelaku, dengan pendekatan yang lebih rehabilitatif, guna 

mencegah perulangan tindak pidana dan memfasilitasi reintegrasi pelaku ke dalam 

masyarakat.19  Menurut J.E. Jonkers, sanksi pidana lebih difokuskan pada 

penerapan hukuman yang bersifat penderitaan terhadap kejahatan yang telah 

dilakukan, dengan tujuan memberikan efek jera dan menegakkan keadilan. Sanksi 

ini bertujuan untuk menghukum pelaku atas perbuatannya, dengan menekankan 

aspek pembalasan. Sementara itu, sanksi tindakan memiliki tujuan yang lebih 

bersifat sosial, yaitu berfokus pada perbaikan atau rehabilitasi diri pelaku. Sanksi 

tindakan bertujuan untuk membina pelaku agar dapat berubah dan kembali 

berintegrasi dengan masyarakat, bukan untuk memberikan penderitaan sebagai 

bentuk pembalasan. Dengan kata lain, sanksi tindakan berorientasi pada perbaikan 

perilaku dan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.20 

  Penegakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan seksual di Indonesia 

dengan menerapkan pidana sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 81 Undang-

Undang No. 17 Tahun 2016 sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Bukan hanya 

pidana dalam bentuk pokok yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan tersebut, 

bahkan pidana tambahan sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 81 ayat (7) yang 

                                                             
19 Ibid. 
20 PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, Op. Cit, Hlm. 195. 



berupa tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Sebagai 

salah satu contoh kasus penjatuhan pidana tambahan ini sebagaimana yang telah 

dijatuhkan Majelis hakim kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak pada 

putusan perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bul, pada putusan perkara ini 

terdakwa BAHARUDIN KASIM Alias BAHA telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan atau 

ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang 

dilakukan oleh orang tua kandung”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut 

Umum. Kejadian ini pada awal bulan Oktober 2022 di pondok kebun di Desa 

Inalatan Kec. Bunobogu Kab. Buol dan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 

sekitar pukul 02.00 Wita di kamar mandi sebuah rumah di Desa Inalatan Kec. 

Bunobogu Kab. Buol atau pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam Daerah 

Hukum Pengadilan Negeri Buol, Terdakwa BAHARUDIN KASIM Alias BAHA 

yang merupakan Ayah Kandung dari Anak Korban RIANTI B. KASIM Alias 

RIANTI umur 13 (tiga belas) Tahun telah melakukan Kekerasan atau ancaman 

Kekerasan memaksa Anak Korban RIANTI B. KASIM Alias RIANTI melakukan 

persetubuhan dengannya.21  

  Majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh 

karena itu dengan pidana pokok berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) 

tahun dan juga pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), 

dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayarkan, maka diganti dengan 

pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.  Menjatuhkan pula kepada Terdakwa 
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pidana tambahan berupa “pengumuman identitas pelaku”. Menjatuhkan pula 

kepada Terdakwa Tindakan Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi 

Elektronik untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun. 

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 

2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat 

Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan 

Seksual terhadap Anak. Tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik 

dikenakan kepada pelaku persetubuhan dan perbuatan cabul. Alat pendeteksi dapat 

berupa gelang elektronik atau lainnya yang sejenis. 

Pasal 14 ayat (3) PP No. 70 Tahun 2020 menyatakan bahwa tindakan 

pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada pelaku sebagaimana dimaksud 

diberikan paling lama 2 (dua) tahun. Selanjutnya Untuk pemasangan alat pendeteksi 

elektronik, Kementerian Hukum dan HAM, menyampaikan surat pemberitahuan 

kepada jaksa, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial paling lama satu 

bulan sebelum pelaku kekerasan seksual terhadap anak selesai menjalani pidana 

pokoknya, hal ini berdasarkan ketentuan pada Pasal 16 huruf e PP No. 70 Tahun 

2020 yaitu Pemasangan alat pendeteksi elektronik dilakukan atas perintah jaksa 

dengan memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan 

Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Pemerintah telah menerbitkan 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan 

Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Pada Pasal 5 PP 

No. 70 Tahun 2020 tersebut menyatakan bahwa Tindakan Kebiri Kimia dikenakan 



untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Dan selanjutnya pada Pasal 6 

menyatakan bahwa Tindakan Kebiri Kimia dilakukan melalui tahapan penilaian 

klinis, kesimpulan dan  pelaksanaan. Dengan demikian, adanya pengaturan 

terhadap sanksi kebiri kimia di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 dan 

adanya PP No. 70 Tahun 2020 memberikan nuansa baru dalam hukum pidana yang 

diharapkan dapat menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak. 

 

B. Rumusan Permasalahan  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apa ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan Tindakan kebiri kimia dan 

pemasangan alat pendeteksi elektronik pada pelaku kekerasan seksual 

terhadap anak pada putusan perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bul? 

2. Apa saja permasalahan dalam pelaksanaan sanksi kebiri kimia dan 

pemasangan alat pendeteksi elektronik di Indonesia? 

3. Bagaimana seharusnya ketentuan sanksi kebiri kimia dan pemasangan alat 

pendeteksi elektronik dimasa yang akan datang? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan 

Tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik pada pelaku 



kekerasan seksual terhadap anak pada putusan perkara Nomor 

19/Pid.Sus/2023/PN Bul. 

2. Untuk menganalisis permasalahan dalam pelaksanaan sanksi kebiri kimia dan 

pemasangan alat pendeteksi elektronik di Indonesia. 

3. Untuk memberikan rekomendasi mengenai ketentuan sanksi kebiri kimia dan 

pemasangan alat pendeteksi elektronik dimasa yang akan datang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Secara teoritis, untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu 

pengetahuan umumnya dan bidang Hukum Pidana, khususnya mengenai ratio 

decidendi hakim dalam menjatuhkan pidana. 

2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan 

pemikiran kepada pengambil kebijakan di bidang Hukum Pidana, terutama 

Polisi, Jaksa, Hakim dalam memutuskan pidana pada pelaku kekerasan seksual 

terhadap anak, pemerhati masalah anak, dan pemerhati persoalan Hak Asasi 

Manusia (HAM). 

 

E. Kerangka Teori 

1. Grand Theory  

a. Teori Keadilan 

Keadilan merupakan hal yang sangat krusial apabila dikaitkan dengan 

proses penerapan suatu hukum dimana pun di dunia ini. Hal demikian disebabkan 



bahwasanya hukum yang dibuat dan diberlakukan akan diterima dengan pandangan 

yang berbeda bagi setiap orang, ada yang menganggap bahwa hukum tersebut 

sudah adil dan juga sebaliknya ada yang menganggap bahwa hukum tersebut tidak 

adil.22 Persoalan tersebut sering terlihat dengan adanya beberapa perkara baik 

perkara pidana, perkara perdata maupun perkara tata usaha negara yang dianggap 

tidak adil dan menyebabkan diajukannya ke tahap banding bahkan sampai tahap 

kasasi. Keadilan bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak 

diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut 

merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali 

didominasi oleh ketentuan-ketentuan yang bertarung dalam kerangka umum 

tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.23 

John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama yang 

mendasari keberadaan institusi-institusi sosial (social institutions). Menurutnya, 

keadilan tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan atau kebaikan seluruh 

masyarakat, tetapi juga harus memperhatikan rasa keadilan setiap individu, 

terutama bagi mereka yang berada dalam posisi lemah atau terpinggirkan. Rawls 

menekankan bahwa suatu kebijakan atau tindakan yang bertujuan untuk mencapai 

kebaikan bersama tidak boleh mengabaikan atau merugikan rasa keadilan individu, 

khususnya bagi mereka yang paling rentan dalam masyarakat. Dengan kata lain, 

keadilan harus diterapkan secara adil dan merata, tanpa mengorbankan hak-hak 

dasar atau kesejahteraan kelompok yang lebih lemah. 
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Prinsip pertama dalam teori keadilan John Rawls dikenal dengan "prinsip 

kebebasan yang sama" (equal liberty principle), yang mencakup hak-hak dasar 

seperti kebebasan berpolitik (political liberty), kebebasan berpendapat dan 

berekspresi (freedom of speech and expression), serta kebebasan beragama 

(freedom of religion). Prinsip ini menekankan pentingnya setiap individu memiliki 

hak yang setara atas kebebasan dasar ini tanpa ada yang didiskriminasi. 

Prinsip kedua Rawls terdiri dari dua bagian: bagian (a) dikenal sebagai 

prinsip perbedaan (difference principle), dan bagian (b) disebut prinsip persamaan 

kesempatan (equal opportunity principle). Prinsip perbedaan berangkat dari 

pemikiran bahwa ketidaksamaan dalam masyarakat dapat dibenarkan jika 

ketidaksamaan tersebut menguntungkan mereka yang paling lemah atau 

terpinggirkan. Artinya, ketidaksamaan yang ada harus memberikan manfaat yang 

lebih besar bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Sementara itu, 

prinsip persamaan kesempatan tidak hanya menekankan pada kualitas kemampuan 

individu, tetapi juga pada dasar kemauan dan kebutuhan individu tersebut. Dengan 

kata lain, perbedaan dalam kesempatan yang muncul karena perbedaan kualitas 

kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dianggap adil dalam pandangan 

Rawls, asalkan perbedaan tersebut diperlakukan dengan cara yang mendukung 

keadilan sosial. Prinsip pertama menekankan kesetaraan hak dan kewajiban dasar 

bagi setiap individu, sedangkan prinsip kedua mencerminkan kondisi ketimpangan 

sosial dan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Dalam upaya mencapai keadilan, 

Rawls memperkenankan adanya ketidaksamaan sosial dan ekonomi, tetapi 



ketidaksamaan tersebut hanya dianggap adil jika memberikan manfaat bagi setiap 

orang, khususnya bagi mereka yang berada dalam posisi yang paling tidak 

menguntungkan (the least advantage).24 Dengan demikian, untuk mewujudkan 

masyarakat yang adil, John Rawls berusaha untuk memosisikan kebebasan atas 

hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi. Prinsip ini menekankan pentingnya 

setiap individu memiliki kebebasan yang setara dalam hal hak-hak dasar, seperti 

kebebasan berpolitik, berpendapat, dan beragama. Setelah itu, Rawls berpendapat 

bahwa jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang harus ada, sehingga setiap 

individu memiliki peluang yang adil untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu 

dalam masyarakat, terlepas dari latar belakang sosial atau ekonomi mereka. 

Dengan pendekatan ini, Rawls berfokus pada menciptakan kondisi di mana 

ketimpangan sosial dan ekonomi dapat diminimalkan, dan kesempatan bagi setiap 

individu, terutama mereka yang kurang beruntung, dapat disetarakan. Ini adalah 

langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya bebas tetapi juga 

adil, di mana hak-hak individu dihormati dan kesempatan untuk meraih potensi 

penuh terbuka bagi semua.. 

 Pada akhirnya, Rawls juga menyatakan bahwa adanya pembedaan tertentu 

juga dapat diterima sepanjang meningkatkan atau membawa manfaat terbesar bagi 

orang-orang yang paling tidak beruntung.25 Makna keadilan yang juga berkaitan 

erat dengan kepastian hukum menjadi tolak ukur terlaksananya suatu ketertiban 

yang didambakan setiap warga negara dimanapun. Pada teori ini untuk menjawab 
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permasalahan hukum mengenai sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan 

seksual terhadap anak apakah telah memenuhi rasa keadilan bagi pelaku maupun 

korban. 

 

b. Teori Hak-hak Kodrati (The Natural Rights Theory)  

Menurut teori hak-hak kodrati “HAM adalah hak-hak yang ada pada semua 

orang, disetiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai 

manusia. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, kebebasan, dan harta 

kekayaan seperti yang dikemukakan oleh John Locke. Pernyataan ini tidak 

dibutuhkan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena 

HAM bersifat global atau menyeluruh.”26 

Teori hak-hak kodrati, yang menyatakan bahwa hak-hak dasar manusia 

berasal dari kodrat atau sifat alamiah manusia, kemudian diterjemahkan ke dalam 

berbagai dokumen penting yang mengakui dan melindungi hak-hak tersebut. 

Contohnya adalah Bill of Rights yang diberlakukan oleh Parlemen Inggris pada 

tahun 1689, yang menjadi salah satu landasan hukum hak-hak individu di Inggris. 

Selain itu, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776 juga 

mengukuhkan hak-hak kodrati sebagai hak-hak yang tidak dapat dicabut, seperti 

hak atas kebebasan dan kehidupan. Begitu pula dengan Deklarasi Hak-hak Manusia 

dan Warga Negara Prancis pada tahun 1789, yang mengidentifikasi hak-hak asasi 

manusia sebagai prinsip dasar yang harus dihormati oleh negara. Lebih dari satu 
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setengah abad kemudian, setelah Perang Dunia II berakhir, Deklarasi Universal 

Hak Asasi Manusia (1948) diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 

yang bertujuan untuk menyebarluaskan dan memastikan pengakuan terhadap hak-

hak manusia secara universal di seluruh dunia. Deklarasi ini menjadi landasan 

penting bagi perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional, dengan 

mengidentifikasi dan mempromosikan hak-hak yang harus dihormati dan 

dilindungi oleh negara-negara di dunia.27 

 Teori hak-hak kodrati telah memberikan kontribusi besar dalam merancang 

tujuan dasar bagi sistem hukum, yang mengutamakan perlindungan hak asasi 

manusia (HAM) sebagai norma yang lebih tinggi daripada hukum nasional suatu 

negara. Melalui teori ini, hak-hak dasar manusia dianggap sebagai hak yang bersifat 

alamiah dan tidak dapat dicabut, memberikan dasar bagi pengakuan dan 

perlindungan hak-hak individu secara universal. Salah satu pencapaian penting dari 

teori ini adalah penerimaan norma HAM internasional, yang berlaku di seluruh 

negara, seperti yang tercermin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan 

instrumen internasional lainnya. 

Namun demikian, ketika hak-hak kodrati ini diterjemahkan ke dalam norma 

internasional, terjadi pergeseran signifikan dari konsep awalnya. Kehadiran hak-

hak kodrati sebagai norma internasional yang berlaku di seluruh dunia membuatnya 

lebih berkembang dan kompleks, dengan materi hak-hak yang jauh melampaui hak-

hak yang terkandung dalam konsep hak kodrati itu sendiri. Hak-hak yang diatur 

dalam norma internasional mencakup hak-hak yang lebih luas, termasuk hak 
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ekonomi, sosial, budaya, dan hak kolektif, yang sebelumnya tidak sepenuhnya 

dimasukkan dalam definisi hak kodrati. Akibatnya, meskipun hak-hak ini berakar 

pada teori hak kodrati, materi hak yang diatur dalam hukum internasional.28  

 Esensi dari teori hak-hak kodrati ini adalah bahwa setiap manusia secara 

inheren memiliki hak-hak dasar yang melekat padanya sejak lahir, yang tidak bisa 

dicabut oleh pihak mana pun, termasuk oleh pemerintah. Tiga hak utama yang 

menjadi inti dari teori ini adalah: 

1. Hak untuk Hidup: Setiap individu berhak untuk hidup dan tidak dapat 

dibunuh atau diperlakukan dengan cara yang merusak hak hidupnya. 

2. Kebebasan Pribadi: Setiap manusia berhak untuk bebas dari penahanan atau 

pengawasan yang tidak sah dan memiliki kebebasan untuk menentukan 

pilihannya sendiri dalam hidup. 

3. Hak Milik: Setiap orang berhak untuk memiliki dan mengendalikan properti 

atau harta mereka sendiri tanpa intervensi atau penyitaan tanpa dasar yang 

sah. 

Hak-hak ini dianggap sebagai hak kodrati, yang merupakan hak alamiah yang sudah 

ada sejak lahir dan diberikan oleh Tuhan, bukan sebagai hasil dari kebijakan negara 

atau masyarakat. Konsep hak-hak ini berdasarkan pada hukum kodrat yang 

mengatur kehidupan manusia, yang menganggap bahwa hak-hak dasar ini ada jauh 

sebelum pembentukan masyarakat sipil atau negara. Dengan demikian, karena hak-
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hak ini adalah hak kodrati yang melekat pada setiap individu, tidak ada kewenangan 

dari pemerintah untuk mencabut atau menghalangi hak-hak tersebut, karena hak-

hak ini sudah ada sejak awal kehidupan manusia. 

Hak-hak kodrati memiliki sifat yang melekat pada setiap individu dan 

memiliki beberapa aspek penting yang mendasarinya:29 

1. Kodrat yang Menciptakan dan Mengilhami Akal Budi Manusia: Hak-hak kodrati 

dianggap sebagai sesuatu yang bersumber dari hukum alam atau kodrat, yang 

mengilhami kemampuan manusia untuk berpikir, bertindak, dan menentukan 

pendapat mereka sendiri. Akal budi ini diberikan oleh kodrat atau Tuhan, dan 

dengan adanya akal budi ini, individu mampu menyadari hak-hak mereka 

sebagai bagian dari hak alamiah yang tidak dapat dicabut. 

2. Setiap Orang Dilahirkan dengan Hak-Hak Kodrati Tersebut: Hak-hak kodrati ini 

tidak bergantung pada status sosial, kebangsaan, atau hukum negara tertentu. 

Setiap individu yang lahir di dunia sudah memiliki hak-hak dasar ini, seperti hak 

hidup, kebebasan pribadi, dan hak milik, yang dianggap tidak dapat dipisahkan 

dari kodrat manusia. 

3. Hak-Hak Kodrati Itu Dimiliki Manusia dalam Keadaan Alamiah dan Kemudian 

Diatur dalam Hidup Bermasyarakat: Sejak dilahirkan, setiap manusia sudah 

memiliki hak-hak kodrati tersebut dalam keadaan alami, yang berlaku sebelum 

adanya struktur sosial atau hukum negara. Namun, ketika manusia berinteraksi 

dalam masyarakat, hak-hak ini perlu diatur agar tidak ada pelanggaran terhadap 
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hak individu lainnya. Masyarakat dan negara hadir untuk memastikan hak-hak 

tersebut dihormati dan dilindungi, namun tidak boleh mencabut hak-hak yang 

bersifat kodrati tersebut. 

Dengan kata lain, hak-hak kodrati adalah hak-hak yang sudah melekat pada 

setiap individu sejak kelahiran mereka dan tidak bergantung pada aturan atau 

kebijakan buatan manusia, melainkan merupakan bagian dari hak alamiah yang ada 

karena sifat dasar manusia itu sendiri. 

1. Kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia. 

2. Setiap orang dilahiran dengan hak-hak kodrati tersebut. 

3. Hak-hak kodrati itu dimiliki manusia dalam keadaan alamiah dan kemudian 

dibawahnya di dalam hidup bermasyarakat. 

 

2. Middle Theory (Teori Tujuan Pemidanaan) 

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 

melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori yang diperkenalkan oleh Kent dan 

Hegel ini menekankan pentingnya pemidanaan dalam sistem peradilan pidana, 

dengan penetapan sanksi sebagai bagian sentral dari proses tersebut. Keberadaan 

sanksi dalam sistem hukum pidana memiliki tujuan untuk menegakkan norma dan 

memberikan arah yang jelas terkait apa yang seharusnya dijadikan hukuman bagi 

pelaku tindak pidana. Sanksi juga bertujuan untuk memberikan efek jera dan 

memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil. 

Pemidanaan dianggap sebagai proses yang sangat kompleks, karena 

melibatkan berbagai pihak, seperti aparat penegak hukum, lembaga peradilan, serta 



institusi lainnya yang bekerja sama untuk menegakkan hukum. Dalam proses ini, 

pemberian sanksi bisa dipandang dari dua perspektif: 

1. Pemberian Pidana Abstrak: Pemberian sanksi yang bersifat abstrak, 

sebagaimana dijelaskan oleh Sudarto, mengacu pada penetapan stelsel atau 

sistem sanksi yang melibatkan pembuat undang-undang. Hal ini mencakup 

peraturan yang mengatur jenis hukuman yang dapat diterapkan bagi pelaku 

tindak pidana, yang lebih bersifat teoritis dan mencakup berbagai 

kemungkinan sanksi yang bisa dikenakan. 

2. Pemberian Pidana Konkret: Pemberian pidana yang bersifat konkret 

melibatkan pelaksanaan sanksi yang telah ditetapkan dalam hukum oleh 

badan-badan yang bertanggung jawab, seperti pengadilan dan lembaga 

pemasyarakatan. Penerapan pidana konkret ini melibatkan 

pengimplementasian hukum oleh pihak yang berwenang, memastikan 

bahwa sanksi yang telah ditentukan dalam hukum dapat dilaksanakan 

dengan tepat, adil, dan sesuai dengan tujuan hukum pidana itu sendiri.30  

G.P. Hoefnagels memberikan definisi yang luas mengenai sanksi dalam 

hukum pidana, dengan memandangnya sebagai segala bentuk tanggapan atau reaksi 

terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Menurutnya, 

sanksi dalam hukum pidana tidak hanya terbatas pada hukuman yang dijatuhkan 

oleh hakim, tetapi mencakup seluruh rangkaian proses hukum yang dimulai dari 

penahanan tersangka, penuntutan terdakwa, hingga penjatuhan vonis oleh hakim. 
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Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu mekanisme waktu yang melibatkan 

keseluruhan proses penegakan hukum yang ada dalam sistem peradilan pidana. 

Dalam pandangannya, pidana bukan hanya tentang sanksi akhir yang diterima oleh 

pelaku, tetapi juga tentang proses hukum yang terlibat di dalamnya, yang mencakup 

langkah-langkah dari awal penyelidikan hingga eksekusi hukuman. Definisi ini 

mengarah pada pemahaman bahwa sanksi pidana mencakup seluruh tahapan yang 

ada dalam sistem peradilan pidana, termasuk tindakan hukum yang diambil 

terhadap pelaku sepanjang proses hukum berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa 

sanksi pidana lebih dari sekadar hukuman, tetapi juga mencakup prosedur yang 

dilakukan oleh aparat penegak hukum, jaksa, dan pengadilan untuk memastikan 

keadilan ditegakkan.31 

Dari pendapat Sudarto dan Hoefnagels tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan bagian integral dari suatu 

rangkaian kebijakan yang berada dalam sistem peradilan pidana. Sebagai suatu 

sistem, setiap tahap dalam pemberian pidana saling terkait dan tidak dapat berdiri 

sendiri. Setiap tahap dalam proses pemidanaan, mulai dari penyelidikan, 

penuntutan, penjatuhan hukuman, hingga pelaksanaan pidana, harus berjalan 

dengan koordinasi yang baik dan tertib, meskipun kadang-kadang terdapat 

dinamika atau "getaran" dalam prosesnya. Jika dilihat dari keseluruhan sistem 

pemidanaan, penetapan sanksi merupakan kewenangan beberapa instansi yang 

memiliki peran dalam rangkaian proses hukum, seperti polisi, kejaksaan, 
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pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan. Proses pemberian sanksi haruslah 

terjadi secara terstruktur dan terkoordinasi, sebagaimana aliran air pegunungan 

yang mengalir dengan tertib meskipun ada dinamika dalam perjalanan tersebut. 

Salah satu hal yang menjadi penting dalam sistem ini adalah hubungan 

antara jenis ancaman pidana, penjatuhan pidana, dan tujuan pemidanaan itu sendiri. 

Untuk itu, setiap jenis sanksi yang ditetapkan harus mempertimbangkan tujuan 

pemidanaan yang ingin dicapai. Sehingga, meskipun bentuk atau jenis sanksi bisa 

beragam, tujuan untuk mewujudkan keadilan dan pemulihan sosial bagi pelaku dan 

masyarakat harus selalu menjadi patokan. Muladi menekankan pentingnya adanya 

sinkronisasi dalam sistem peradilan pidana. Ada tiga jenis sinkronisasi yang perlu 

diperhatikan: 

1. Sinkronisasi struktural: Adanya keselarasan dalam struktur organisasi dan 

fungsi lembaga yang terlibat dalam proses pemidanaan. 

2. Sinkronisasi substansial: Keselarasan dalam substansi atau materi hukum 

yang diterapkan dalam pemberian sanksi, agar tujuan pemidanaan dapat 

tercapai secara efektif. 

3. Sinkronisasi kultural: Keselarasan dalam nilai-nilai budaya hukum yang ada 

dalam masyarakat, yang akan mempengaruhi penerimaan dan pelaksanaan 

hukum itu sendiri. 

Dengan demikian, tujuan pemidanaan yang jelas dan kesepahaman antara 

berbagai lembaga yang terlibat sangat penting untuk memastikan sistem 



pemidanaan berfungsi dengan baik dan mencapai tujuan keadilan yang 

diinginkan.32 

Sanksi pidana memang memiliki fokus yang sangat berbeda dibandingkan 

dengan sanksi tindakan. Sanksi pidana berorientasi pada pengenaan hukuman yang 

bersifat retributif atau pembalasan, yang tujuannya untuk memberi efek jera kepada 

pelaku. Dalam hal ini, penderitaan yang diberikan kepada pelaku adalah suatu 

bentuk konsekuensi dari tindakan kriminal yang dilakukan, dengan harapan bahwa 

hukuman tersebut akan mencegah pelaku atau orang lain melakukan perbuatan 

serupa di masa depan. Sebaliknya, sanksi tindakan lebih menekankan pada aspek 

rehabilitasi dan pembinaan pelaku. Fokusnya bukan pada pemberian penderitaan, 

tetapi lebih pada memberikan pertolongan agar pelaku bisa berubah dan kembali 

diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, sanksi tindakan lebih bersifat 

preventif dan mendukung perbaikan perilaku pelaku, dengan harapan untuk 

mengembalikan pelaku ke dalam masyarakat dengan cara yang lebih konstruktif. 

Jadi, perbedaan mendasar antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terletak pada 

tujuan dan pendekatannya. Sanksi pidana cenderung berorientasi pada pembalasan 

terhadap perbuatan yang telah dilakukan, sementara sanksi tindakan bertujuan 

untuk merawat dan mengubah perilaku pelaku agar bisa kembali berkontribusi 

dalam masyarakat.33  

Tiga pokok pandangan tujuan pemidanaan ini mencerminkan berbagai 

aspek dari pendekatan yang dapat diterapkan dalam sistem pemidanaan. Masing-

                                                             
32 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 

2002, Hlm. 22. 
33Ibid.  



masing tujuan ini berfokus pada perbaikan, pencegahan, dan perlindungan 

masyarakat, yang semuanya penting dalam menentukan jenis sanksi yang sesuai 

bagi pelaku tindak pidana. Berikut penjelasannya: 

1. Memperbaiki pribadi individu (rehabilitasi): Tujuan ini berfokus pada usaha 

untuk memperbaiki atau merubah perilaku pelaku kejahatan agar mereka dapat 

kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Dalam konteks ini, 

pemidanaan bukan hanya sekadar hukuman, tetapi juga proses rehabilitasi yang 

bertujuan untuk memulihkan individu tersebut, dengan harapan mereka tidak 

akan mengulangi tindakannya di masa depan. 

2. Membuat orang menjadi jera (deterrence): Tujuan ini bertujuan untuk 

memberikan efek jera, baik kepada pelaku itu sendiri maupun kepada 

masyarakat secara umum. Jika pelaku merasa takut akan akibat hukuman yang 

diterima, maka mereka mungkin akan berpikir dua kali untuk melakukan 

kejahatan serupa lagi. Di sisi lain, hukuman yang diterima juga dapat 

memberikan pesan kepada masyarakat bahwa tindakan kejahatan akan dihukum, 

yang berfungsi untuk mencegah potensi pelanggaran hukum. 

3. Membentuk pelaku menjadi tidak sanggup lagi untuk melakukan kejahatan 

(incapacitation): Tujuan ini lebih berfokus pada mencegah pelaku untuk 

melakukan kejahatan lagi dengan cara membuatnya tidak mampu 

melakukannya. Dalam beberapa kasus, jika pelaku dianggap berbahaya dan 

tidak dapat diperbaiki lagi melalui rehabilitasi atau pencegahan, maka 

pemidanaan yang bersifat penahanan atau pembatasan kebebasan dapat 



diterapkan. Tujuan ini lebih bersifat protektif terhadap masyarakat untuk 

melindungi mereka dari pelaku yang berpotensi berbahaya.34 

Pembagian tentang tujuan pemidanaan ini dapat diuraikan berdasarkan 

tujuan retributive, relative, dan gabungan. Namun yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teori tujuan pidana yang bersifat gabungan. 

Teori gabungan  

Teori gabungan yang dikemukakan oleh Algra, dkk, dan L.J. Van 

Apeldoorn menawarkan pendekatan yang lebih holistik terhadap pemidanaan 

dengan menggabungkan unsur-unsur dari teori absolut dan teori relatif. Pendapat 

ini mengusulkan bahwa pemidanaan membutuhkan dua pembenaran utama: 

1. Pembenaran berdasarkan kejahatan yang dilakukan (Teori Absolut) 

Berdasarkan teori absolut, pemidanaan dianggap sah apabila seseorang 

telah melakukan kejahatan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap 

norma hukum yang berlaku. Dengan kata lain, hukuman diberikan sebagai 

akibat langsung dari perbuatan kriminal yang dilakukan, yang berarti 

kejahatan itu sendiri menjadi dasar atau alasan yang sah untuk pemidanaan. 

Dalam hal ini, pemidanaan lebih berfokus pada keadilan sebagai bentuk 

balas dendam atau pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan, 

tanpa mempertimbangkan tujuan atau efek jangka panjang dari hukuman 

tersebut. 
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2. Pembenaran berdasarkan tujuan yang bermanfaat (Teori Relatif) 

Teori relatif, di sisi lain, berfokus pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai 

melalui pemidanaan, seperti rehabilitasi, pencegahan, atau perlindungan 

masyarakat. Menurut teori ini, hukuman diberikan bukan hanya sebagai 

pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan, tetapi juga dengan harapan 

dapat mencegah perbuatan serupa di masa depan atau membantu pelaku 

untuk berubah dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. 

Teori gabungan memandang bahwa kedua pembenaran tersebut yakni 

pembenaran atas perbuatan yang dilakukan dan pembenaran atas tujuan yang ingin 

dicapai merupakan hal yang saling melengkapi. Dengan kata lain, pemidanaan 

bukan hanya tentang memberikan hukuman sebagai balasan untuk perbuatan 

kriminal yang dilakukan, tetapi juga untuk mencapai tujuan yang lebih luas, seperti 

pencegahan, rehabilitasi, atau perlindungan masyarakat. 

Dengan pendekatan ini, Algra dan Van Apeldoorn mencoba untuk 

menggabungkan unsur-unsur pembenaran yang lebih terarah pada kedua aspek 

tersebut baik keadilan yang berfokus pada perbuatan yang telah dilakukan maupun 

tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan, yang membuat teori gabungan 

ini menjadi lebih fleksibel dan komprehensif dalam memahami kompleksitas sistem 

pemidanaan.35 

Kombinasi kedua teori tersebut mengajarkan bahwa pemberian hukuman 

bertujuan untuk menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat sekaligus 
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membantu rehabilitasi pelaku agar dapat kembali menjadi individu yang lebih 

baik..36  Menjatuhkan pidana kepada seseorang tidak hanya bertujuan sebagai 

pembalasan atas perbuatannya, tetapi juga sebagai upaya mendidik dan 

memperbaiki agar ia tidak lagi melakukan kejahatan yang merugikan serta 

meresahkan masyarakat.37 

Atas dasar tujuan itu, maka tujuan dari pemidanaan harus memuat unsur 

yang bersifat:38 

1. Kemanusiaan, yaitu pemidanaan yang menghormati etika, harkat, dan 

martabat setiap individu. 

2. Pendidikan, yakni pemidanaan yang mampu menyadarkan pelaku atas 

perbuatannya serta mendorong perubahan perilaku positif dalam upaya 

pencegahan kejahatan. 

3. Keadilan, yaitu pemidanaan yang diterapkan secara adil dan proporsional 

bagi semua pihak. 

L.J. Van Apeldoorn mengemukakan pandangan mengenai teori gabungan 

atau persatuan, di mana ia berpendapat bahwa hukuman diberikan baik sebagai 

konsekuensi atas kejahatan yang telah dilakukan (quia peccatum), maupun sebagai 

upaya pencegahan agar kejahatan tidak terjadi lagi (ne peccetur).39 Hukuman yang 

dijatuhkan kepada pelaku, baik terhadap pelaku yang melakukan kejahatan dan juga 

supaya orang lain jangan melakukan kejahatan. Pada teori ini akan menjawab 
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permasalahan pada penelitian ini mengenai pelaksanaan sanksi kebiri kimia dan 

pemasangan alat pendeteksi elektronik pada pelaku kekerasan seksual terhadap 

anak. 

 

3. Applied Theory  

a. Teori Pertimbangan Hakim  

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim 

sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. 

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim 

merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa 

tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum 

sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.40  

Putusan hakim merupakan keputusan tertinggi dalam suatu perkara yang 

telah diperiksa dan diadili. Dalam memberikan putusan, hakim mempertimbangkan 

beberapa aspek berikut:41 

a. Keputusan mengenai peristiwa, yaitu menilai apakah terdakwa terbukti atau tidak 

melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. 

b. Keputusan mengenai hukum, yaitu menentukan apakah perbuatan terdakwa 

termasuk tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, serta apakah ia 

bersalah dan dapat dijatuhi hukuman. 
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c.  Keputusan mengenai pidana, yaitu menetapkan hukuman yang akan dijatuhkan 

apabila terdakwa dinyatakan dapat dipidana. 

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berpedoman pada ketentuan yang 

telah ditetapkan dalam Undang-Undang serta mempertimbangkan berbagai aspek 

yang relevan. Hakim tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih rendah 

dari batas minimal maupun lebih tinggi dari batas maksimal yang telah ditentukan 

dalam Undang-Undang. Dalam memutus suatu perkara, terdapat beberapa teori atau 

pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, beberapa teori 

atau pendekatan yang dapat digunakan dalam mempertimbangkan penjatuhan 

putusan adalah sebagai berikut42: 

1. Teori Keseimbangan; Teori ini menekankan perlunya keseimbangan antara 

syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang dan kepentingan 

semua pihak yang terkait dalam suatu perkara. 

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi; Dalam teori ini, penjatuhan putusan 

merupakan bagian dari diskresi hakim, yang berarti hakim memiliki kewenangan 

untuk menyesuaikan keputusan berdasarkan keadaan kasus serta keadilan yang 

wajar bagi pelaku tindak pidana. Dalam perkara perdata, hakim 

mempertimbangkan kondisi penggugat dan tergugat, sedangkan dalam perkara 

pidana, hakim mempertimbangkan terdakwa dan Penuntut Umum. Pendekatan 

ini lebih mengutamakan intuisi dan insting hakim dibandingkan sekadar 

penerapan aturan hukum yang kaku. 
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3. Teori Ratio Decidendi; Teori ini berlandaskan filsafat hukum yang mendalam 

dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok 

perkara yang disengketakan. Hakim akan mencari aturan hukum yang paling 

relevan serta mempertimbangkan motivasi yang jelas dalam putusannya untuk 

menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang 

berperkara. Teori ini digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis dalam 

membahas permasalahan mengenai pertanyaan ratio decidendi hakim dalam 

menjatuhkan sanksi kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. 

 

b. Teori Politik Hukum Pidana 

Menurut Barda Nawawi Arief, “istilah kebijakan hukum pidana dapat 

disebut sebagai politik hukum pidana.”43 Sementara itu menurut Marc Ancel, 

politik kriminal adalah “penataan atau perancangan secara rasional usaha-usaha 

penanggulangan kejahatan oleh masyarakat”.44 Berdasarkan doktrin tersebut, 

kebijakan hukum pidana dapat dipahami sebagai upaya negara melalui lembaga 

yang berwenang untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang efektif 

dalam menanggulangi kejahatan. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan negara 

sebagaimana tersirat dalam alinea keempat Pembukaan UUD Tahun 1945. Dengan 

demikian, dalam pelaksanaannya, kebijakan hukum pidana harus selaras dengan 

tujuan dan cita-cita negara, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat. 

Kebijakan ini tidak hanya terbatas pada teknik perundang-undangan, tetapi juga 
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melibatkan pendekatan yuridis normatif serta sistem dogmatik dalam 

penerapannya, tetapi kebijakan hukum pidana dalam arti luas dapat diartikan 

sebagai hukum pidana materil, formil, dan pada pelaksanaan pidana.  

G.P. Hoefnagels mengemukakan bahwa “criminal policy is the rational 

organization of the social reaction to criminal”45 (kebijakan kriminal adalah usaha 

rasional sebagai reaksi sosial atas terjadinya kejahatan). Berbagai definisi lainnya 

yang dikemukakan adalah :46 

(1) “Criminal policy is the science of reponses” (“kebijakan kriminal adalah 

ilmu tentang tanggapan yang diberikan”) 

(2) “Criminal policy is the science of crime prevention” (“kebijakan kriminal 

adalah ilmu tentang pencegahan kejahatan”) 

Menurut G.P. Hoefnagels, kebijakan hukum pidana merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari social policy atau kebijakan sosial. Dengan kata lain, social 

policy mencakup kebijakan hukum secara keseluruhan, yang pada akhirnya disebut 

sebagai kebijakan penegakan hukum. Sejalan dengan pandangan tersebut, 

kebijakan perundang-undangan dan kebijakan penegakan hukum juga merupakan 

bagian dari kebijakan sosial. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan sosial ini 

bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sehingga 

hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga 

sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.47 
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Kebijakan sosial (social policy) menurut Barda Nawawi Arief adalah 

“segala usaha yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan 

sekaligus juga meliputi perlindungan masyarakat”. Dengan demikian, dalam 

konsep kebijakan sosial, aspek kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial 

turut tercakup di dalamnya. Dalam upaya penanggulangan kejahatan, diperlukan 

pendekatan kebijakan yang bersifat integral, yang mencakup: 

1. Keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, di mana penegakan 

hukum harus selaras dengan kebijakan sosial untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat. 

2. Keterpaduan antara penggunaan sarana penal dan non-penal, yaitu 

keseimbangan antara pendekatan hukum pidana (penal) dan pendekatan di 

luar hukum pidana (non-penal) dalam menangani kejahatan. 

Penggunaan sarana penal dalam penanggulangan kejahatan dilakukan 

melalui serangkaian kebijakan hukum pidana, yang dikenal sebagai penal policy. 

Oleh karena itu, upaya dan kebijakan dalam merumuskan hukum pidana yang 

efektif dan berdaya guna merupakan bagian dari politik kriminal, yang bertujuan 

untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efisien dalam menjaga 

ketertiban sosial. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif (normative legal 

research). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif 



merupakan penelitian yang dilakukan dengan metode yang mengkaji bahan pustaka 

atau hanya menggunakan data sekunder.48. Penelitian hukum normatif meliputi 

kajian mengenai asas-asas hukum, analisis terhadap sistematika hukum, serta studi 

tentang sejarah hukum.49  Johnny Ibrahim menjelaskan bahwa penelitian hukum 

normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan 

kebenaran melalui logika keilmuan hukum dari sudut pandang normatif. Logika 

keilmuan dalam penelitian ini dikembangkan berdasarkan disiplin ilmiah dan 

metode kerja dalam ilmu hukum normatif.50 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini digunakan Pendekatan Perundang-undangan (Statute 

Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), dan Pendekatan Futuristic 

(Futuristic Approach) yaitu: 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pada pendekatan ini, “dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang 

dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.”51 

Pendekatan ini bertujuan untuk menilai konsistensi dan kesesuaian antara suatu 

Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya. Hasil dari analisis tersebut 

menjadi dasar argumentatif dalam menyelesaikan isu yang dihadapi. 
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b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus (case approach) bertujuan untuk menganalisis penerapan 

norma atau kaidah hukum dalam praktik. Pendekatan ini terutama berfokus pada 

kasus-kasus yang telah diputus, sebagaimana tercermin dalam yurisprudensi, guna 

memahami penerapan hukum dalam perkara yang menjadi objek penelitian. 

c. Pendekatan Futuristic (Futuristic Approach) 

Pendekatan futuristik terkait dengan pembangunan hukum di masa yang 

akan datang (futuristic atau antisipatoris). Dengan demikian pendekatan ini 

digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai ketentuan sanksi kebiri kimia 

dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dimasa yang akan datang. 

 

3. Sumber Bahan Hukum dan Sumber Bahan Non Hukum 

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Sumber Bahan Hukum 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat otoritatif, yakni 

memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Bahan ini mencakup Peraturan 

Perundang-undangan, catatan atau risalah dalam proses pembentukannya, serta 

putusan-putusan hakim., yang meliputi: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana 



3. Undang-Undnag No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP 

4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4235). 

6. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara 

RepublikIndonesia Nomor 5606). 

7. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang No.  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi 

Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946). 

8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, 

Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap 

Anak. 

 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Adapun bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder, yang meliputi 



Buku-buku hukum, Jurnal-jurnal hukum, dan Hasil-hasil penelitian terkait yang 

menjadi objek pada penelitian ini. 

b. Sumber Bahan Non Hukum 

Bahan non hukum yang termasuk dalam bahan tersier mencakup jurnal-

jurnal non hukum, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, 

serta ensiklopedia. 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi 

kepustakaan serta pemanfaatan teknologi informasi (internet). Proses pengumpulan 

dilakukan dengan mendatangi sumber hukum untuk mencatat dan memperbanyak 

bahan, sementara teknologi informasi digunakan untuk mengunduh bahan hukum 

dari internet. Setelah diperoleh, bahan hukum tersebut diinventarisasi dan 

diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, bahan 

hukum yang relevan dianalisis, disistematisasi, dan diinterpretasikan guna 

memahami serta menafsirkan aturan hukum yang berlaku. 

 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang telah diproleh, diolah secara content analysis52, Penulis 

dalam penulisan hukum ini menggunakan metode analisis data berupa tinjauan 

yuridis, yaitu suatu bentuk analisis dari berbagai aspek dan mengungkapkan segi 

                                                             
52 Jhoni Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 

2006, Hlm. 47. 



positif dan negatif suatu produk hukum dengan menitikberatkan pada penggunaan 

data sekunder, yakni produk hukum.53 Selanjutnya, bahan hukum tersebut diolah 

berdasarkan asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta peraturan perundang-

undangan yang relevan. 

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan yang dihasilkan merupakan bagian akhir dari penelitian yang 

disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan ini berfungsi sebagai jawaban 

atas rumusan masalah dan disajikan secara singkat, padat, serta jelas untuk 

mengonfirmasi kebenaran hipotesis dalam penelitian.54 Penarikan kesimpulan 

dalam penulisan hukum dilakukan secara deduktif, yakni dimulai dari proposisi 

umum yang telah diketahui kebenarannya, kemudian diarahkan menuju kesimpulan 

yang bersifat lebih khusus.55 

 

                                                             
53 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2004, hlm. 93. 
54 Beni Achmad Saehani, Metode Penelitian Hukum, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 

93 
55 Bambang Suggono,  Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.11. 
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